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ABSTRAK

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2018 PASAL 1 AYAT 6
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KOS DI KECAMATAN

TEMBALANG
NAMA : KHARISMA LUFIANA
NIM : 14020116120015

Pajak kos merupakan pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan
hunian yang disewakan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Adanya pajak
kos ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sehingga berdampak
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan dilapangan masih
ada wajib pajak yang kos-kosannya tidak terdaftar sebagai objek pajak, hal tersebut
yang menjadi latarbelakang penelitian ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi
peraturan daerah kota semarang nomor 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 6 tentang
pemungutan pajak kos di Kecamatan Tembalang dan mengetahui faktor
penghambat implementasi. Teori yang digunakan adalah teori 5 (lima) ketepatan
implementasi Riant Nugroho dan VVan Meter VVan Horn dengan variabel standar dan
sasaran, dan kondisi sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan
informan menggunakan accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan pemungutan pajak kos di kecamatan Tembalang masih
belum berjalan sesuai yang diharapkan dilihat dari ketepatan kebijakan, target dan
proses. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemungutan pajak kos adalah
standar dan sasaran yang belum jelas dan kondisi sosial terhadap respon masyarakat
dengan adanya kebijakan tersebut ada yang menerima dan menolakt. Rekomendasi
yang dapat diberikan adalah menemukan atau membuat formulasi dalam
pelaksanaan kebijakan pajak kos, peningkatan pemberian pemahaman mengenai
kebijakan pajak kos kepada masyarakat terutama wajib pajak.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Pajak Kos
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ABSTRACT

TITLE : IMPLEMENTATION OF REGULATORY REGIONS
SEMARANG CITY NUMBER 4 YEAR 2018 ARTICLE 1
PARAGRAPH 6 ABOUT COLLECTION OF BOARDING
HOUSE TAXES IN TEMBALANG SUB-DISTRICT

NAME : KHARISMA LUFIANA
NIM : 14020116120015

Boarding tax is a levy that is levied on the operation of rented houses with
more than 10 (ten) rooms. The existence of the tax is expected to be able to increase
regional revenue so that it has an impact on increasing Local Revenue (PAD). In
reality, there are still taxpayers whose boarding houses are not listed as tax objects,
this is the background of this research. This policy is stated in Semarang City
Regulation Number 4 of 2018 Article 1 Paragraph 6 About Hotel Taxes.

The purpose of this research is to describe how the implementation of
Semarang City Regional Regulation number 4 of 2018 article 1 paragraph 6
regarding boarding tax in the District of Tembalang and determine the inhibiting
factors of implementation. The theory used is theory 5 (five) accuracy of the
implementation of Riant Nugroho and Van Meter Van Horn with standard and
target variables, and social conditions.

This research is a descriptive qualitative research. Data collection
techniques using interviews and documentation. The selection of informants uses
accidental sampling. The results showed that the implementation of the kos tax
collection policy in Tembalang sub-district was still not running as expected from
the policy, target and process accuracy. The inhibiting factors for the
implementation of the kos tax collection policy are unclear standards and targets
and social conditions for the community's response to the existence of these
policies, which accept and reject them. Recommendations that can be given are
finding or formulating the implementation of the tax tax policy, increasing the
provision of understanding of the tax policy for the public, especially taxpayers.

Keywords: Implementation, Policy, Boarding Tax
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